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Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang 

dihadapi di tingkat lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kapoa, Kecamatan 

Kadatua, Kabupaten Buton Selatan dengan fokus pada peningkatan kapasitas 

aparatur desa dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), penguatan kesadaran 

pendidikan bagi anak-anak dan remaja, serta peningkatan literasi hukum 

masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, edukatif, 

dan aplikatif yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan utama meliputi pelatihan penyusunan 

Peraturan Desa bagi aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja, serta 

sosialisasi santet dalam perspektif hukum bagi masyarakat. Hasil kegiatan 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai 

mekanisme penyusunan Perdes yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan 

hukum. Selain itu, terjadi peningkatan motivasi dan kesadaran pendidikan pada 

anak-anak dan remaja yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dan munculnya 

orientasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sosialisasi 

hukum juga berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya penyelesaian konflik sosial melalui mekanisme hukum dan 

musyawarah. Kegiatan ini turut menghasilkan penguatan kemitraan antara 

Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton dengan 

Pemerintah Desa Kapoa melalui penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA). Secara 

keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas 

kelembagaan desa, kesadaran pendidikan masyarakat, dan literasi hukum warga 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan 

Community service is one form of implementing the Tri Dharma of Higher 

Education, which aims to increase community capacity and address various 

problems at the local level. This activity was carried out in Kapoa Village, 

Kadatua District, South Buton Regency, with a focus on increasing the capacity 

of village officials to draft Village Regulations (Perdes), strengthening 

educational awareness among children and adolescents, and increasing 

community legal literacy. The method used was a participatory, educational, 

and applicative approach implemented in three stages: preparation, 

implementation, and evaluation. The main activities included training in 

drafting Village Regulations for village government officials and the Village 

Consultative Body (BPD), education and motivational activities for children 

and adolescents, and socialization on black magic from a legal perspective for 

the community. The results of the activity showed an increase in village officials' 

understanding of the mechanism for drafting systematic Village Regulations in 

accordance with legal provisions. In addition, there was an increase in 

motivation and educational awareness among children and adolescents, as 
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demonstrated by active participation and the emergence of an orientation to 

continue education at a higher level. The legal outreach also successfully 

increased public understanding of the importance of resolving social conflicts 

through legal mechanisms and deliberation. This activity also strengthened the 

partnership between the Faculty of Government and Law, Buton Muslim 

University, and the Kapoa Village Government through the signing of a 

Memorandum of Understanding (MoU) and a Memorandum of Agreement 

(MoA). Overall, this community service activity succeeded in increasing the 

village's institutional capacity, public education awareness, and legal literacy 

as part of efforts to achieve sustainable village development 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan 

nasional Indonesia. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai 

subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara 

mandiri (Endah, 2020; Sutisna et al., 2026). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai lokal yang berkembang. Dalam 

konteks tersebut, kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kualitas sumber daya manusia menjadi 

faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan (Danar et al., 2021; 

Riewpassa et al., 2025; Siregar & Suryani, 2025). 

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Peraturan Desa 

(Perdes). Perdes berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai 

program pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan desa, serta 

pengaturan kehidupan sosial Masyarakat(Lindawaty, 2023; Setiawan, 2026). Keberadaan Perdes yang 

disusun secara partisipatif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan 

memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. 

Sebaliknya, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami proses penyusunan Perdes dapat 

menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang efektif, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan 

berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya (Afrizal et al., 2025; Irwansyah, 

2025). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah desa yang menghadapi 

kendala dalam proses penyusunan regulasi desa. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman 

mengenai teknik penyusunan peraturan (legal drafting), rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

perumusan kebijakan, serta kurangnya pendampingan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang 

hukum dan administrasi pemerintahan (Handoko et al., 2026; Polidu et al., 2025). Kondisi tersebut 

menyebabkan banyak Perdes yang belum mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong 

pembangunan desa dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, 

peningkatan kapasitas aparatur desa dalam proses pembentukan Perdes menjadi kebutuhan yang 

mendesak, khususnya pada wilayah-wilayah pedesaan dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses 

terhadap informasi dan sumber daya pendukung. 

Selain aspek tata kelola pemerintahan, tantangan lain yang dihadapi masyarakat desa adalah 

rendahnya kesadaran terhadap pentingnya Pendidikan (Muhidin et al., 2025; Noviandari, 2024). 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kualitas hidup individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial, 

ekonomi, maupun teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, pada banyak wilayah pedesaan 

dan pesisir, pendidikan masih sering dipandang sebagai kebutuhan sekunder dibandingkan aktivitas 

ekonomi keluarga sehari-hari. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Rendahnya kesadaran pendidikan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi 

ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, serta kurangnya motivasi dan 

dukungan dari orang tua maupun masyarakat sekitar (Darsih, 2025; Kamsi & Zulaiha, 2025; Maskhuroh 

& Hasib, 2025). Anak-anak di wilayah pesisir sering kali lebih memilih membantu orang tua bekerja di 

sektor perikanan atau pertanian dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Akibatnya, tingkat partisipasi pendidikan lanjutan masih relatif rendah, sehingga berdampak pada 

terbatasnya peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing di masa depan. 

Desa Kapoa yang berada di Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan merupakan salah 

satu desa pesisir yang memiliki karakteristik tersebut. Sebagian besar masyarakat menggantungkan 

kehidupan pada sektor perikanan dan pertanian tradisional. Meskipun masyarakat memiliki budaya 

gotong royong yang kuat dan hubungan sosial yang harmonis, masih ditemukan berbagai tantangan 

dalam aspek tata kelola pemerintahan desa dan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil 

observasi awal dan komunikasi dengan pemerintah desa, ditemukan bahwa aparatur desa masih 

memerlukan penguatan kapasitas dalam memahami proses penyusunan Peraturan Desa yang sesuai 

dengan ketentuan hukum. Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan motivasi dan 

kesadaran pendidikan di kalangan anak-anak dan remaja desa agar memiliki orientasi masa depan yang 

lebih baik. 

Permasalahan lain yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah masih 

adanya pemahaman yang beragam mengenai berbagai isu sosial yang berkaitan dengan kepercayaan 

lokal, termasuk isu santet. Dalam beberapa kasus, tuduhan santet dapat memicu konflik sosial, stigma, 

bahkan tindakan main hakim sendiri yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan edukasi hukum yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara 

menyikapi persoalan sosial secara rasional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan 

literasi hukum menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat desa yang sadar hukum dan 

mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara damai. 

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam 

penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai 

sarana transfer pengetahuan dari akademisi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi media kolaborasi 

dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui pendekatan 

partisipatif dan pemberdayaan, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat 

dan kelembagaan desa sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pemerintahan 

dan Hukum Universitas Muslim Buton melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Kapoa dengan 

mengusung tema “Proses Pembuatan Peraturan Desa dan Kesadaran Anak terhadap Pendidikan”. 

Kegiatan ini dirancang dalam bentuk pelatihan penyusunan Peraturan Desa bagi aparatur pemerintahan 

desa, edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja, serta sosialisasi mengenai santet 

dalam perspektif hukum. Pendekatan yang digunakan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat 

melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan kegiatan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat desa. 

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun 

Peraturan Desa secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting, meningkatnya 

motivasi dan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja desa, serta meningkatnya pemahaman 

masyarakat terhadap isu-isu hukum yang berkembang di lingkungan sosial mereka. Selain itu, kegiatan 

ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam 

mendukung pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pada penguatan sumber 

daya manusia. 

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka 

pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas kelembagaan dan kesadaran 

masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat 

menjadi kunci penting dalam menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, serta memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. 
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METODE  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Kapoa, Kecamatan 

Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Sasaran kegiatan meliputi aparatur pemerintah 

desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, anak-anak, dan remaja desa. 

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan 

Peraturan Desa (Perdes), menumbuhkan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja, serta 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu sosial dalam perspektif hukum. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (participatory 

approach), edukatif, dan aplikatif. Pendekatan partisipatif dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif 

seluruh peserta dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, pelaksanaan program, 

hingga evaluasi kegiatan (Aji & Bhaidowy, 2026; Sulaeman et al., 2023). Pendekatan edukatif 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta melalui proses pembelajaran yang 

sistematis, sedangkan pendekatan aplikatif diterapkan melalui praktik langsung dan simulasi sehingga 

peserta mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam tugas kelembagaan mereka. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan 

Pemerintah Desa Kapoa untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi sosial masyarakat, 

kebutuhan desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan desa dan masyarakat. 

Selain itu, dilakukan observasi lapangan dan diskusi awal dengan perangkat desa guna mengidentifikasi 

kebutuhan terkait penyusunan Peraturan Desa, kondisi pendidikan anak-anak dan remaja, serta isu-isu 

sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut digunakan sebagai dasar 

dalam penyusunan materi, metode penyampaian, dan strategi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan 

karakteristik masyarakat setempat. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan perangkat kegiatan berupa 

bahan presentasi, modul pelatihan, instrumen evaluasi, serta koordinasi pembagian tugas tim 

pengabdian. 

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, 

pelatihan, edukasi, dan diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Program pengabdian terdiri 

atas tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang ditujukan 

kepada aparatur desa dan anggota BPD. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar Peraturan Desa, 

tahapan pembentukan Perdes, prinsip-prinsip legal drafting, partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

regulasi desa, serta simulasi penyusunan draft Perdes. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 

ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik penyusunan rancangan Perdes sederhana 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Kapoa. 

Kegiatan kedua adalah edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja desa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana 

peningkatan kualitas hidup dan masa depan. Materi disampaikan melalui pendekatan yang komunikatif 

dan menyenangkan, seperti permainan edukatif, pemberian motivasi belajar, diskusi inspiratif, dan 

berbagi pengalaman mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan suasana belajar yang aktif sehingga peserta dapat menerima 

pesan-pesan pendidikan secara lebih efektif. 

Kegiatan ketiga berupa sosialisasi hukum dengan tema “Santet dalam Pandangan Hukum”. 

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan literasi hukum serta memberikan 

pemahaman mengenai penyelesaian konflik sosial berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

Materi disampaikan melalui metode ceramah, studi kasus, dan diskusi terbuka. Peserta diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan 

fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung 

secara dialogis dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat desa. 

Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi 

partisipatif, diskusi, dan wawancara singkat dengan peserta kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan serta mengidentifikasi 

manfaat kegiatan bagi masyarakat. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman 
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aparatur desa mengenai proses penyusunan Peraturan Desa, meningkatnya motivasi dan kesadaran 

pendidikan pada anak-anak dan remaja, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai 

penyelesaian persoalan sosial berdasarkan perspektif hukum. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga 

diukur melalui tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, antusiasme dalam diskusi, dan 

kemampuan peserta dalam memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. 

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian bersama Pemerintah Desa Kapoa membangun komitmen 

kerja sama melalui penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Kemitraan ini 

diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program pendampingan berikutnya dalam bidang 

tata kelola pemerintahan desa, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan sosial. Dengan pendekatan 

yang partisipatif dan berkelanjutan, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kualitas sumber daya manusia di Desa 

Kapoa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kondisi Awal Masyarakat dan Identifikasi Permasalahan 

Desa Kapoa merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan Kadatua, Kabupaten 

Buton Selatan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap, 

pertanian lahan kering, peternakan skala kecil, serta usaha ekonomi informal. Karakteristik wilayah 

kepulauan menyebabkan akses terhadap berbagai layanan pendidikan, informasi, dan pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia masih relatif terbatas dibandingkan wilayah perkotaan. Di sisi lain, 

masyarakat Desa Kapoa memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya gotong royong, solidaritas 

sosial, serta penghormatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih terpelihara dengan 

baik. 

Hasil observasi awal dan diskusi dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa kebutuhan mendasar yang memerlukan perhatian bersama. Pertama, aparatur pemerintah desa 

membutuhkan peningkatan kapasitas dalam memahami mekanisme penyusunan Peraturan Desa 

(Perdes) yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masih diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja desa agar memiliki 

motivasi yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketiga, 

masyarakat memerlukan penguatan literasi hukum terkait berbagai persoalan sosial yang berkembang 

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk isu yang berkaitan dengan kepercayaan lokal dan potensi konflik 

sosial. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan 

pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup pembangunan kapasitas kelembagaan dan 

penguatan kualitas sumber daya manusia (Danar et al., 2021). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan edukatif, 

partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa 

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang 

ditujukan kepada aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelatihan 

ini difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi Perdes sebagai instrumen hukum 

yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. 

Pada awal kegiatan, sebagian peserta mengakui bahwa pemahaman mereka mengenai proses 

pembentukan Perdes masih terbatas pada aspek administratif semata. Sebagian besar peserta belum 

memahami secara menyeluruh mengenai tahapan penyusunan Perdes mulai dari identifikasi masalah, 

penyusunan naskah akademik sederhana, perumusan norma hukum, konsultasi publik, hingga proses 

penetapan dan evaluasi regulasi desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan 

kapasitas aparatur desa dalam bidang legislasi desa masih sangat relevan. 

Pelatihan dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi 

kasus, dan simulasi penyusunan Perdes. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya 

memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam merancang 

suatu regulasi desa. Selama proses pelatihan, peserta diajak mengidentifikasi berbagai persoalan aktual 

yang dihadapi masyarakat Desa Kapoa dan kemudian merumuskan alternatif solusi yang dapat 

dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Desa. 
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Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya 

regulasi desa sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang efektif. Peserta mulai memahami bahwa 

Perdes tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan 

kepastian hukum, mengatur hubungan sosial masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang 

berkelanjutan. 

Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian tentang tata kelola pemerintahan desa yang 

menegaskan bahwa kapasitas aparatur desa merupakan faktor kunci dalam menghasilkan kebijakan 

publik yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Garis, 2025). Aparatur desa yang memiliki 

kemampuan dalam menyusun regulasi akan lebih mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan 

kondisi lokal sekaligus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan ini juga menghasilkan draft Peraturan Desa 

sederhana yang disusun secara partisipatif oleh peserta. Draft tersebut menjadi indikator bahwa peserta 

telah mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan ke dalam praktik nyata. 

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik (learning by doing) 

efektif digunakan dalam kegiatan pemberdayaan aparatur desa. 

Edukasi dan Motivasi Pendidikan bagi Anak-Anak dan Remaja 

Kegiatan kedua difokuskan pada penguatan kesadaran pendidikan bagi anak-anak dan remaja 

Desa Kapoa. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya 

manusia dan keberhasilan pembangunan desa dalam jangka panjang. Namun demikian, pada masyarakat 

pesisir dan kepulauan sering ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya motivasi 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil interaksi dengan peserta, ditemukan bahwa sebagian anak-anak masih 

memandang pendidikan sebagai kewajiban formal semata, bukan sebagai investasi masa depan. 

Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga dan minimnya contoh nyata dari 

lingkungan sekitar menjadi faktor yang memengaruhi motivasi belajar mereka. 

Untuk menjawab kondisi tersebut, kegiatan edukasi dirancang dengan pendekatan yang 

menyenangkan dan partisipatif. Materi tidak disampaikan dalam bentuk ceramah formal, tetapi melalui 

permainan edukatif, diskusi interaktif, cerita inspiratif, serta berbagi pengalaman mengenai pentingnya 

pendidikan dalam mengubah kualitas hidup seseorang. 

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Anak-anak aktif 

mengikuti permainan edukatif, menjawab pertanyaan, serta terlibat dalam berbagai aktivitas kelompok. 

Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menyenangkan mampu meningkatkan 

partisipasi peserta sekaligus memudahkan proses penyampaian pesan-pesan pendidikan. 

Salah satu aspek penting dari kegiatan ini adalah pemberian motivasi melalui contoh nyata 

mengenai individu yang berhasil mencapai pendidikan tinggi meskipun berasal dari lingkungan 

sederhana. Strategi ini efektif karena peserta dapat melihat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya 

milik masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat dicapai oleh anak-anak yang berasal dari desa pesisir 

seperti Desa Kapoa. 

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap dan cara pandang peserta terhadap 

pendidikan. Banyak peserta mulai mengungkapkan cita-cita mereka dan menunjukkan ketertarikan 

untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Meskipun perubahan tersebut belum dapat 

diukur secara kuantitatif dalam waktu singkat, respons peserta menunjukkan adanya peningkatan 

kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. 

Temuan ini mendukung teori motivasi pendidikan yang menyatakan bahwa dukungan sosial, 

pengalaman inspiratif, dan pembelajaran yang menyenangkan merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak (Frangki, 2024). Dalam konteks pengabdian masyarakat, 

pendekatan motivasional menjadi salah satu strategi yang efektif untuk membangun kesadaran 

pendidikan pada masyarakat pedesaan dan wilayah pesisir. 

Selain memberikan dampak kepada peserta secara langsung, kegiatan ini juga memberikan 

pesan penting kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan lingkungan terhadap 

keberhasilan pendidikan anak. Kesadaran pendidikan tidak dapat dibangun hanya melalui sekolah, tetapi 

memerlukan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, dan seluruh elemen Masyarakat (Hermawan et al., 

2025). 
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Sosialisasi Santet dalam Perspektif Hukum 

Kegiatan ketiga berupa sosialisasi hukum dengan tema “Santet dalam Pandangan Hukum”. 

Pemilihan tema ini didasarkan pada kenyataan bahwa isu santet masih sering menjadi bagian dari 

kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah, termasuk masyarakat pedesaan yang memiliki ikatan 

kuat dengan tradisi dan kepercayaan lokal. 

Dalam berbagai kasus, tuduhan santet sering kali menimbulkan konflik sosial, perpecahan 

masyarakat, bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa proses hukum. Oleh karena itu, 

masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai bagaimana hukum memandang 

persoalan tersebut. 

Materi disampaikan secara dialogis dengan mengedepankan pendekatan edukatif. Narasumber 

menjelaskan perkembangan hukum nasional terkait isu santet serta berbagai implikasi hukum yang dapat 

muncul akibat tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti yang sah. Peserta juga diajak mendiskusikan 

berbagai kasus yang pernah terjadi di masyarakat sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan mudah 

dipahami. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap topik ini. 

Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai berbagai kasus yang 

pernah mereka dengar atau alami di lingkungan sekitar. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan 

bahwa isu tersebut memang memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat. 

Melalui proses diskusi, peserta mulai memahami bahwa penyelesaian konflik sosial harus 

dilakukan melalui mekanisme hukum dan musyawarah, bukan melalui tindakan main hakim sendiri. 

Peserta juga memahami bahwa tuduhan yang tidak didukung bukti dapat menimbulkan konsekuensi 

hukum dan sosial yang serius bagi pihak yang dituduh maupun pihak yang menuduh. 

Peningkatan pemahaman hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam 

pembangunan sosial. Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik cenderung lebih mampu 

menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Oleh 

karena itu, kegiatan sosialisasi hukum seperti ini memiliki peran strategis dalam membangun budaya 

hukum di tingkat desa. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan hukum berbasis dialog lebih 

efektif dibandingkan pendekatan satu arah (Supriyono et al., 2024). Ketika masyarakat diberikan ruang 

untuk bertanya dan berdiskusi, mereka lebih mudah memahami materi serta menghubungkannya dengan 

pengalaman kehidupan sehari-hari. 

Penguatan Kemitraan antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa 

Salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian ini adalah terjalinnya kerja sama formal 

antara Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton dengan Pemerintah Desa 

Kapoa melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of 

Agreement (MoA). 

Kerja sama tersebut memiliki arti strategis karena membuka peluang pelaksanaan berbagai 

program lanjutan yang dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dalam perspektif 

pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan program merupakan faktor yang sangat penting karena 

perubahan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan. 

Melalui kerja sama ini, desa memperoleh akses terhadap sumber daya akademik yang dimiliki 

perguruan tinggi, sementara perguruan tinggi memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat. Hubungan yang bersifat kolaboratif tersebut 

mencerminkan model pembangunan berbasis kemitraan yang saat ini banyak direkomendasikan dalam 

berbagai program pemberdayaan Masyarakat (Susanto et al., 2025). 

Selain itu, kerja sama ini menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai program lanjutan seperti 

pendampingan penyusunan regulasi desa, bantuan hukum masyarakat, edukasi pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga, penguatan UMKM, serta program-program pemberdayaan lainnya yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat Desa Kapoa. 

Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat 

Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa 

Kapoa. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman aparatur desa mengenai penyusunan 

Peraturan Desa, meningkatnya kesadaran pendidikan pada anak-anak dan remaja, serta meningkatnya 

pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian persoalan sosial dalam perspektif hukum. 
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Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari 

kualitas partisipasi dan perubahan pemahaman yang terjadi selama proses kegiatan berlangsung. 

Antusiasme peserta dalam mengikuti diskusi, kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang 

diperoleh, serta munculnya komitmen untuk menerapkan hasil kegiatan merupakan indikator bahwa 

program telah memberikan manfaat yang nyata. 

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif 

dan berbasis kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan dampak yang lebih efektif dibandingkan 

pendekatan yang bersifat instruktif Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi kebutuhan 

hingga evaluasi kegiatan membuat program lebih sesuai dengan kondisi lokal dan lebih mudah diterima 

oleh Masyarakat (Zunaidi, 2024). 

Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah 

desa memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Perguruan tinggi 

tidak hanya berperan sebagai penyedia pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam proses 

pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. 

Dengan demikian, kegiatan pengabdian di Desa Kapoa dapat dikategorikan berhasil dalam 

meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat kesadaran pendidikan masyarakat, meningkatkan 

literasi hukum, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah 

desa. Hasil tersebut menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya masyarakat desa yang lebih 

mandiri, berdaya, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa mendatang. 

KESIMPULAN  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kapoa, Kecamatan 

Kadatua, Kabupaten Buton Selatan telah memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan 

kapasitas aparatur desa, penguatan kesadaran pendidikan masyarakat, dan peningkatan literasi hukum 

warga desa. Melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif, kegiatan ini mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah diidentifikasi melalui observasi dan koordinasi dengan 

pemerintah desa. 

Pelatihan penyusunan Peraturan Desa terbukti mampu meningkatkan pemahaman aparatur 

pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tahapan, prinsip, dan 

mekanisme pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kegiatan ini juga menghasilkan draft Peraturan Desa sederhana sebagai bentuk implementasi 

pengetahuan yang diperoleh peserta selama pelatihan. Peningkatan kapasitas ini menjadi modal penting 

dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel. 

Kegiatan edukasi dan motivasi pendidikan bagi anak-anak dan remaja menunjukkan adanya 

peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai masa depan 

yang lebih baik. Pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inspiratif berhasil membangun antusiasme 

peserta serta mendorong mereka untuk memiliki cita-cita dan motivasi yang lebih kuat dalam 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Sementara itu, sosialisasi hukum tentang santet dalam perspektif hukum memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan 

persoalan sosial melalui mekanisme hukum dan musyawarah. Kegiatan ini berkontribusi dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya sikap yang lebih rasional 

dan bijaksana dalam menyikapi isu-isu sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. 

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan ini juga berhasil 

memperkuat kemitraan antara Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton 

dengan Pemerintah Desa Kapoa melalui penandatanganan kerja sama yang diharapkan menjadi dasar 

bagi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, 

kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kolaborasi yang mendukung pembangunan desa yang 

berkelanjutan. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton atas 
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dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Pemerintah Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, 

khususnya Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan, kerja sama, 

dan partisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. 

Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada masyarakat Desa Kapoa, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi 

secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi faktor 

penting dalam keberhasilan program pengabdian ini. 

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton yang telah berkontribusi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun 

antara perguruan tinggi dan masyarakat Desa Kapoa dapat terus berlanjut melalui berbagai program 

pemberdayaan yang bermanfaat bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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